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di Desa Seberang Taluk Hilir Kecamatan 
Kuantan Tengah Menurut Ekonomi Islam”. 
 
Penelitian ini dilatar belakangi bahwa salah satu program pemerintah dalam 
pemberian bantuan PKH bagi masyarakat yang kurang mampu untuk membantu 
perekonomian masyarakat, salah satunya di desa Seberang Taluk Hilir 
berdasarkan fenomena penerapan PKH banyak pemberian bantuan yang diberikan 
tidak tepat sasaran dan juga dinikmati masyarakat yang mampu sehingga 
berdampak pada perekonomian keluarga. Maka dirumuskan masalah dalam 
penelitian ini adalah Bagaimana Penerapan PKH di Desa Seberang Taluk Hilir 
Bagaimana dampak masyarakat setelah menerima bantuan  PKH. Bagaimana 
Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Penerapan PKH di Desa Seberang Taluk Hilir. 
Penelitian ini berlokasi di Desa Desa Seberang Taluk Hilir Kecamatan 
Kuantan Tengah. Adapun populasi dalam penelitian ini terdiri dari 1 orang 
pendamping PKH, 2 orang aparat desa dan 50 kk penerima bantuan PKH. Semua 
dijadikan sampel dengan menggunakan teknik total sampling. Teknik 
pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, kuisioner, dan dokumentasi. 
Dianalisa menggunakan analisa deskriptif kualitatif. 
Hasil penelitian ini adalah Penerapan bantuan PKH di Desa Seberang Taluk 
Hilir menurut ketentuannya diperoleh masyarakat miskin setiap tiga bulan sekali 
sebesar Rp. 225.000- Rp. 900.000 tergantung jenis bantuannya. Pemerintah Pusat 
memberikan bantuan uang tunai yang dilaksanakan oleh kantor pos untuk 
disalurkan ke kantor pos daerah-daerah yang masuk dalam PKH. Untuk 
selanjutnya pemerintah daerah menyalurkan bantuan uang tunai tersebut kepada 
RTSM sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah dipilih oleh aparat desa,  
dan kemudian disetujui Kementerian Sosial sebagai peserta PKH yang memenuhi 
salah satu dari 3 komponen yaitu: Komponen kesehatan, pendidikan dan 
kesejahteraan sosial. Adapun dampak dari penyaluran bantuan PKH dari angket 
yang disebar ke responden didapat bahwa, bantuan ini dapat membantu 
meningkatkan kualitas kesehatan dengan persentase 44%, namun untuk memenuhi 
kebutuhan keluarga masih kurang dengan persentase 60%. Serta sosialisasi juga 
masih kurang dengan persentase 66%. Maka bantuan ini masih memberikan 
dampak yang  belum maksimal. Menurut tinjauan Ekonomi Islam pemerintah 
berperan untuk mensejahterakan rakyatnya dengan memberikan bantuan-bantuan, 
yang mana dalam pelaksanaannya dituntut untuk bertanggung jawab, tolong-
menolong dan amanah. Untuk itu prinsip ini hendaknya dilaksanakan oleh 
pemerintah, khususnya aparat desa Seberang Taluk Hilir dalam menyalurkan 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Kemiskinan merupakan kondisi masyarakat yang tidak ikut serta 
dalam proses perubahan karena tidak mempunyai kemampuan, baik 
kemampuan dalam pemilikan faktor produksi yang memadai sehingga tidak 
mendapatkan manfaat dari hasil proses pembangunan. Disamping itu 
pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah tidak sesuai dengan 
kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi, sehingga manfaat pembangunan 
tidak menjangkau mereka.
1
 Tingkat kesejahteraan masyarakat ditentukan oleh 
besarnnya pendapatan per kapita masyarakat tersebut.
2
 
Apabila pengurangan kemiskinan dapat dilanjutkan terus, maka akan 
memperkuat salah satu dari trilogi pembangunan, yaitu stabilitas ekonomi. 
Sehingga, pembangunan dapat dilanjutkan terus-menerus. Dalam suatu 
perekonomian, pendapatan merupakan faktor yang terpenting dalam 
mengetahui tingkat kesejahteraan, karena dengan adanya pendapatan kegiatan 
perekonomian dapat berjalan. Dalam artian ekonomi pendapataan merupakan 
balas jasa atas penggunaan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh sektor 
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Subandi, Ekonomi Pembangunan, (Bandung: Alfabeta, 2014), Cet. Ke- 3, h. 77 
2
Sadono Sukirno, Ekonomi Pembangunan Proses Masalah dan Dasar Kebijakan, 
(Jakarta:Kencana, 2006), Cet. Ke- 2, h. 56. 
3






Pendapatan seseorang didefinisikan dari banyaknya penerimaan yang 
dinilai dengan satuan mata uang yang dapat dihasilkan seseorang dalam 
periode tertentu. Reksoprayitno mendefinisikan “pendapatan (revenue) dapat 
diartikan sebagai total penerimaan yang diperoleh pada periode tertentu”. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah sebagai jumlah 
penghasilan yang diterima oleh  para anggota masyarakat untuk jangka waktu 
tertentu sebagai balas jasa atau faktor-faktor produksi yang disumbangkan.
4
 
Kemiskinan merupakan masalah pembangunan diberbagai bidang yang 
ditandai dengan tingkat pengangguran yang tinggi, keterbelakangan dan 
keterpurukan disebabkan oleh perubahan sosial di antaranya terkena musibah 
bencana alam, pemutusan hubungan kerja, serta menderita akibat perubahan 
sosial ekonomi, jumlah penduduk semakin banyak tetapi pendapatannya tidak 
mencukupi kebutuhan primer (pokok). Oleh karena itu, pengentasan 
kemiskinan telah menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan 
daerah. Masyarakat dikatakan miskin menurut Todaro adalah bagi mereka 
yang bertempat tinggal di daerah pedesaan dan memiliki kegiatan utama di 
bidang pertanian dan kegiatan yang berhubungan dengan itu.
5
 
Kesejahteraan merupakan impian dan harapan bagi setiap manusia 
yang hidup di muka bumi ini, setiap orang tua pasti mengharapkan 
kesejahteraan bagi anak-anak dan keluarganya, baik itu berupa kesejahteraan 
materi maupun kesejahteraan spiritual, orang tua selalu berusaha untuk 
                                                             
4
Reksoprayitno, Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi, (Jakarta: BinaGrafika, 2004), 
h. 79 
5




mencukupi kebutuhan hidup keluarganya, mereka akan bekerja keras 
membanting tulang, mengerjakan apasaja demi memenuhi kebutuhan hidup 
keluarganya, mereka akan memberikan perlindungan dan kenyamanan bagi 
keluarganya dari berbagai macam gangguan dan bahaya yang 
menghadangnya. 
Dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia tidak akan 
mampu menyelesaikan dan memperolehnya tanpa bantuan orang lain, 
sebagaimana yang ditegaskan oleh Ibnu Khaldun (1994: 45) dalam bukunya 
Muqaddimah bahwa “Manusia adalah makhluk sosial”, manusia akan 
membutuhkan orang lain dalamrangka memenuhi kebutuhan hidupnya”.6 
Strategi pengentasan kemiskinan dapat dilakukan melalui penguatan 
untuk memberdayakan dan kegiatan pemberdayaan. Masyarakat 
miskinmisalnya belum bisa memenuhi kebutuhan makan sehari-hari dan 
kesehatan. Pada kelompok masyarakat ini perlu diberikan program-program 
pelayanan yang dapat meningkatkan kemampuan.
7
 
Melihat keadaan tersebut, pada tahun 2007 pemerintah indonesia telah 
membuat program bantuan tunai bersyarat (BTB) yang saat ini dikenal dengan 
nama program keluarga harapan (PKH). Program serupa telah dilaksanakan 
dan cukup berhasil di beberapa negara yang dikenal dengan Conditional Cash 
Transfers (CCT) atau bantuan tunai bersyarat. PKH bukan kelanjutan program 
subsidi langsung tunai (BLT) yang diberikan dalam rangka membantu rumah 
tangga miskin mempertahankan daya belinya pada saat pemerintah melakukan 
                                                             
6
Konsep Kesejahteraan dalam Islam, vol. 3, No 2, Desember 2015 
7
 Haryono Suyono, Pemberdayaan Masyarakat di Era Global, (Bandung: Alfabeta, 
2014), Cet ke-2, h. 85 
  
4 
penyesuaian harga BBM. Faktor penghambat Program Keluarga Harapan 
(PKH) iniyaitu partisipasi, saranadanprasarana. 
Program Keluarga Harapan (PKH) lebih dimaksudkan sebagai upaya 
membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin. 
Berdasarkan pengalaman negara-negara lain, program serupa sangat 
bermanfaat terutama bagi keluarga dengan kemiskinan kronis. Program 
Keluarga Harapan (PKH) dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem 
perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dalam rangka mempertahankan 
dan meningkatkan kesejahteraan sosial kepada masyaraka tmiskin sekaligus 





Program Keluarga Harapan 
 
PROGRAM KELUARGA HARAPAN 
Komponen/ Pelayanan Yang 
Diberikan 
Kriteria 
1.  Pendidikan Anak yang berusia 7-15 tahun dan terdaftar 
pada satuan pendidikan 
2. Kesehatan Anak usia 0-6 tahun, ibu hamil dan ibu nifas 
3. Kesejahteraan sosial Lanjut usia mulai dari 60 tahun dan 
penyandang disabilitas diutamakn disabilitas 
berat 
Sumber: PERMENSOS No 1 Tahun 2018 
Dana diupayakan merata di tiap kabupaten. Di provinsi Riau hampir 
seluruh kabupaten memperoleh dana tersebut. Program Keluarga Harapan 
(PKH) adalah program yang memberikan bantuan tunai bersyarat kepada 
keluarga rumah tangga miskin yang telah ditetapkan sebagai peserta Program 
                                                             
8
DirektoratJaminanPerlindunganSosial, PedomanUmumPKH, (Jakarta: 2011),  hl.11 
  
5 
Keluarga Harapan (PKH) diwajibkan memenuhi persyaratan  dan komitmen 
yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) 
yaitu pendidikan dan kesehatan. 
Menurut Peraturan Menteri no 1 tahun 2018 Program Keluarga 
Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada 
keluarga atau seseorang miskin dan  rentan yang terdaftar dalam data terpadu 
program penanganan fakir miskin, diolah oleh pusat data dan informasi 
kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai keluaraga penerima manfaat 
Program Keluarga Harapan (PKH).
9
 
Kecamatan Kuantan Tengah merupakan salah satu kecamatan yang 
berada di Kabupaten Kuantan Singingi dan salah satunya Desa Seberang 
Taluk Hilir yang mana diharapkan setiap Desa memperoleh dana bantuan 
Program Keluarga Harapan (PKH). Kecamatan kuantan Tengah merupakan 
daerah agraris yang mana sebagian besar masyarakat bermata pencaharian 
sebagai petani, buruh, dan pedagang. Dapat diasumsikan masyarakatnya hidup 
dibawah garis kemiskinan. 
Islam menganjurkan adanya persediaan kebutuhan pokok. Pemerintah 
harus bertanggung jawab untuk memberikan sumber kehidupan bagi setiap 
negeri demi terciptanya keadilan sosial. Terdapat dalil yang menunjukkan 
tugas kekhalifahan atau pemerintah sebagaimana Allah SWT berfirman dalam 
Al-Quran Srrah Al-An’am Ayat 165 yang berbunyi:  
                                                             
9
PeraturanMenteriSosialno. 1 tahun 2008 
  
6 
                       
                           
 
Artinya:  “dan dialah yang menjadikanmu sebagai khalifah-khalifah di bumi 
dan Dia mengangkat (derajat) sebagian kamu diatas yang lain, 
untuk mengujimu atas (karunia) yang di berikanNya kepada kamu. 
Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman dan 
sungguh, Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.10 (Q.S Al-
An’am 6: 165) 
  
Dalam menjalankan tugas pemerintah harus berlaku adil, karena islam 
mengharuskan setiap orang mendapatkan haknya dan tidak mengambil hak 
orang lain. Seperti dalam memberikan bantuan itu hendaknya berlaku jujur, 
amanah dan bertanggung jawab. 
Berdasarkan observasidilapangan, penulis menemukan bahwa Program 
Keluarga Harapan (PKH) ini dari segi penyaluran masih kurang tepat sasaran. 
Berdasarkan wawancara awal kepada salah seorang warga yang kurang 
mampu yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan rumah yang kurang layak 
rumahnya, ia mengatakan bahwa rumahnya pernah di survei, tetapi tidak 
mendapatkan bantuan.
11
 Program Keluarga Harapan belum tepat 
sasaran,sebagian masyarakat yang memiliki kecukupan secara materil 
mendapatkan bantuan tersebut, bantuan juga di salurkan kepada keluarga 
terdekat walaupun keluarga itu tergolong mampu secara ekonomi. 
Menurut buku pedoman operasional penyaluran dana bantuan Program 
Keluarga Harapan (PKH) 2016 jumlah bantuan yang diterima sebagai berikut:  
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 Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro, 2010), 
h.150 
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Skenario Bantuan PKH Per Tahun 
 
No Jumlah bantuan Bantuan Per RTSM 
1 Bantuan tetap Rp. 500.000; 
2 Bantuan anak usia di bawah 6 (enam) tahun, 
ibu Hamil/menyusui 
Rp. 1.200.000; 
3 Bantuan peseta pendidikan setara SD/MI atau 
sederajat 
Rp. 450.000; 
4 Bantuan peserta pendidikan setara SMP/MTS 
atau sederajat 
Rp. 750.000; 
5 Bantuan peserta pendidikan setara SMA/MA 
atau sederajat 
Rp. 1.000.000; 
6 Bantuan penyandang disabilitas berat Rp. 3.600.000; 
7 Bantuan lanjut usia 70 tahun keatas Rp. 2.400.000; 
8 Bantuan minimum per RTSM Rp. 950.000; 
9 Bantuan minimum per RTSM Rp. 3.900.000; 
Sumber : Pedoman Umum PKH 2016 
Keterangan : 
RTSM : Rumah Tangga Sangat Miskin 
Dari data diatas dapat kita lihat besar bantuan yang diberikan 
pemerintah kepada masyarakat dan masyarakat menerima bantuan sesuai 
dengan jenis bantuan yang diterima masyarakat setiap tiga bulan sekali. 
Dengan adanya perbedaan komposisi anggota keluarga peserta 
Program Keluarga Harapan (PKH), maka besar bantuan yang diterima akan 
bervariasi pada setiap tahapan bantuan. Seluruh anggota rumah tangga peserta 
Program Keluarga Harapan (PKH) yang menjadi penerima bantuan 
diharuskan menjalankan kewajibannya. 
Permasalahan di atas membuat penulis tertarik untuk mengadakan 
penelitian dengan judul “PENERAPAN PROGRAM KELUARGA 
HARAPAN (PKH) DI DESA SEBERANG TALUK HILIR 
KECAMATANKUANTAN TENGAH MENURUTEKONOMIISLAM”. 
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B. Batasan Masalah 
Agar penelitian lebih terarah, maka perlu di adakan batasan masalah 
yang akan diteliti. Permasalah ini difokuskan kepada Penerapan Program 
Keluarga Harapan (PKH) di Desa Seberang Taluk Hilir Kecamatan kuantan 
Tengah Menurut Ekonomi Islam 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah yang akan 
diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut: 
1. Bagaimana Penerapan Program Keluarga Harapan (PKH) di desa  
Seberang Taluk Hilir? 
2. Bagaimana dampak masyarakat setelah menerima bantuan  Program 
Keluarga Harapan (PKH) ? 
3. Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap penerapan Program Keluarga 
Harapan (PKH)? 
 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui Penerapan Program Keluarga Harapan (PKH) di 
Desa Seberang Taluk Hilir Kecematan Kuantan Tengah. 
b. Untuk mengetahui Dampak Masyarakat Setelah Menerima Bantuan 
Program Keluarga Harapan (PKH). 
c. Untuk mengetahui tinjauan Ekonomi Islam terhadap Penerapan 
Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Seberang Taluk Hilir 
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2. Manfaat Penelitian 
a. Penelitian ini merupakan untuk memperdalam dan memperluas ilmu 
pengetahuan penulis dan pembaca. 
b. Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan pengetahuan penulis 
tentang bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). 
c. Sebagai salah satu syarat untuk penulisan Skripsi dalam menyelesaikan 
studi pada program S1 Ekonomi Islam di Fakultas Syariah dan 
Hukum. 
 
E. Metode Penelitian 
1. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Lokasi penelitian ini 
di Desa Seberang Taluk Hilir Kecamatan Kuantan Tengah. 
2. Subjek dan Objek Penelitian 
Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah masyarakat Desa 
Seberang Taluk Hilir yang terdaftar sebagai penerima bantuan Program 
Keluarga Harapan (PKH). Sedangkan objek penelitian adalah Penerapan 
Program Keluarga Harapan (PKH) di desa Seberang Taluk Hilir. 
3. Populasi dan Sampel 
Populasi adalah keseluruahan subjek penelitian sedangkan sampel 
adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.
12
 Adapun populasi dalam 
penelitian ini terdiri dari 50 orang penerima bantuan Program Keluarga 
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Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT. 
Rineka Cipta, 2006), Cet ke-13, h.130-131 
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Harapan (PKH), semua populasi dijadikan sampel dan untuk memperkuat 
data perlu juga mewawancarai 1 orang pihak pendamping Program 
Keluarga Harapan (PKH) dan 2 orang aparat desa. Karena jumlah populasi 
yang tidak terlalu banyak maka penulis menggunakan teknik pengambilan 
sampel secara keseluruhan populasi atau sampling jenuh yaitu teknik 
penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel, 
istilah lainnya adalah sampel sensus atau (total sampling).
13
 
4. Sumber Data 
a. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari responden melalui 
kuisioner dan wawancara peneliti dengan narasumber penerima 
bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). 
b. Data Sekunder yaitu data yang tidak berhubungan langsung dengan 
responden dan merupakan data pendukung bagi peneliti, yaitu berupa 
data yang diambil dari beberapa buku, jurnal dan dokumen yang 
berhubungan dengan permasalah yang diteliti. 
5. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk mendapatkan data yang valid dan akurat dari subjek penelitian, 
maka penulis menggunakan metode: 
a. Observasi  
Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, yaitu suatu 
proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua 
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Sugiono, Metodologi Penelitian Bisnis, (Bandung: Alfabeta,2004), Cet ke-7, h. 78 
  
11 




Observasi adalah sebuah teknik pengumpulan data yang 
mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang 
berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, 




Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian 
yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap 
muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi keterangan 
dari informan. 
Dalam wawancara ini ini penulis tanya jawab langsung sambil 
bertatap muka antara pewawancara dengan masyarakat yang menerima 
bantuan PKH, pendamping PKH, dan aparat desa. 
c. Kuisioner 
Kuisioner yaitu memberikan daftar pertanyaan kepada 
responden dalam bentuk angket serta beberapa alternatif pilihan 
jawaban. 
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d. Dokumentasi  
Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan cara mengambil 
data-data dari catatan, dokumentasi, adminitrasi yang sesuai dengan 
masalah yang diteliti 
6. Metode Penulisan 
a. Deduktif yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang 
berkaitan dengan masalah yang diteliti, dianalisa dan ditarik 
kesimpulan yang bersifat khusus 
b. Induktif yaitu menggambarkan kaedah khusus yang ada kaitannya 
dengan menyimpulkan fakta-fakta secara khusus, dianalisa dan diambil 
kesimpulan secara umum. 
c. Deskriptif yaitu penelitin yang menggambarkan kaedah, subjek dan 
objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada.
16
 
7. Metode Analisis Data 
Dalamanalisa data penulis menggunakan analisa deskriptif 
kualitatif, yaitu menganalisa data dengan cara mengklasifikasikan data-
data berdasarkan kategori persamaan jenis data tersebut, kemudian data 
tersebut diuraikan sedemikian rupa, serta dihubungkan antara data yang 
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F. Sistematika Penulisan  
Untuk lebih terarahnya penulisan karya ilmiah ini, maka disusun 
menjadi beberapa bab dengan sistematika penulisan berikut: 
BAB I : PENDAHULUAN 
  Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, Batasan Masalah, 
Rumusan Masalah, Tujuandan Manfaat Penelitian, Metode 
Penelitian dan Sistematika Penulisan. 
BAB II :  GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
  Bab ini menguraikan tentang lokasi penelitian, yang meliputi 
Letak Geografis dan Demografis Desa Seberang Taluk Hilir, 
Keadaan Penduduk, Pendidikan Penduduk, Sarana dan 
Prasarana, Pekerjaan Penduduk, Agama, Budaya masyarakat, 
dan Kantor Desa Seberang Taluk Hilir. 
BAB III :  TINJAUAN PUSTAKA 
  Bab ini akan menguraikan tentang Program Keluarga Harapan 
(PKH), Kriteria atau syarat penerimaan bantuan Program 
Keluarga Harapan (PKH), Program  pengentasan kemiskinan, 
konsep keluarga sejahtera dan jaminan perlindungan sosial 
menurut ekonomi Islam. 
BAB IV :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
  Bab ini penulis akan menguraikan bagaimana Penerapan 
Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Seberang Taluk Hilir 
Kecamatan Kuantan Tengah dan Tinjauan ekonomi Islam 
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terhadap Penerapan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa 
Seberang Taluk Hilir Kecamatan Kuantan Tengah. 
BAB V :  KESIMPULAN DAN SARAN 




GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
 
A. Letak Geografi 
Desa Seberang Taluk Hilir merupakan salah satu desa yang berada di 
Kecamatan Kuantan Tengah yang luas wilayahnya 
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Seberang Taluk 
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pulau Baru Kopah 
3. Sebelah Timur berbatasan dengan PT. Duta Palma 
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Kuantan/Desa Sawah 
Jarak Desa Seberang Taluk Hilir dengan kecamatan adalah 10 km. 
sistem perhubungan dengan atau transportasi lancar karena keseluruhan jalan 
diaspal, sehingga penduduk mudah untuk keluar dari desa ke kecamatan. 
Sedangkan jarak antara desa Seberang Taluk Hilir dengan pusat pemerintah 
Kabupaten adalah 15 km, dari kecamatan ke Kabupaten telah tersedia jalan 
umum dan sarana angkutan, sehingga tidak ada menyebabkan perhubungan di 
wilayah ini mengalami kesulitan. 
 
B. Letak Demografis 
1. Keadaan Penduduk 
Penduduk merupakan unsur yang penting dalam perekonomian dan 
dalam dunia usaha guna membangun suatu perekonomian dalam upaya 
meningkatan produksi dan mengembangkan kegiatan usaha ekonomi. 
Perubahan dan perkembangan penduduk dikarenakan adanya kelahiran, 





Adapun penduduk Desa Seberang Taluk Hilir berdasarkan hasil 
sensus penduduk pada tahun 2018 berjumlah 972 jiwa, yang terdiri dari 
laki-laki sebanyak 495 jiwa dan perempuan sebanyak 477 jiwa, yang 
terdiri atas 309 kepala keluarga (KK), mereka sudah dinyatakan sebagai 
penduduk yang resmi. Dari jumlah di atas penduduk laki-laki lebih banyak 
dibandingkan penduduk perempuan. Untuk itu lebih jelasnya dapat dilihat 
dari tabel berikut ini: 
Tabel II.1 
Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin 
 
No Jenis Kelamin Jumlah Persentase (%) 
1 Laki-laki 495 50.93 % 
2 Perempuan 477 49.07 % 
Jumlah 972 100 
Sumber Data: Kantor Desa Seberang Taluk Hilir, Tahun 2018 
2. Struktur Umum Penduduk 
Struktur umum penduduk dapat dikaitkan dengan ketenagakerjaan 
dan beban tanggungan penduduk usia produktif. Di bawah ini dapat dilihat 
penduduk menurut kelompok umur di Desa Seberang Taluk Hilir. 
Tabel II.2 
Jumlah Penduduk menurutKelompok Umur 
 
No Kelompok Umur Jumlah  Persentase (%) 
1 0-4 64 6.58 % 
2 5-9 90 9.26 % 
3 10-14 91 9.36 % 
4 15-19 83 8.54 % 
5 20-24 85 8.74 % 
6 25-29 83 8.54 % 
7 30-34 55 5.66 % 
8 35-39 64 6.58 % 
9 40-49 157 16  % 
10 50-54 63 6.48 % 
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No Kelompok Umur Jumlah  Persentase (%) 
11 55-59 46 4.73 % 
12 60-64 32 3.29 % 
13 65-69 23 2.37 % 
14 70-74 20 3  % 
15 75 keatas 16 1.65 % 
Jumlah 972 100 
Sumber Data: Kantor Desa Seberang Taluk Hilir 
Dari data di atas dapat dipahami bahwa jumlah penduduk Desa 
Seberang Taluk hilir terbanyak diduduki oleh usia 40-49 tahun yaitu 
sebanyak (16%) dan penduduk paling sedikit adalah usia 75 tahun ke atas 
sebanyak (1.65%). 
3. Pendidikan Penduduk 
Pendidikan merupakan jalan yang harus ditempuh dalam upaya 
meningkatan sumber daya manusia. Tujuannya tentu dalam mengimbangi 
dan memenuhi tuntutan-tuntutan pembangunan yang terus berkembang. 
Tingkat pendidikan penduduk Desa Seberang Taluk Hilir relatif 
masih rendah, hal ini ditunjukkan oleh jumlah penduduk pada tingkat 
Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang lebih besar dibandingkan tingkat 
pendidikan lainnya. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel II.3 
Jumlah Tingkat Pendidikan Penduduk 
 
No Tingkat Pendidikan Jumlah  Persentase (%) 
1 Tidak Sekolah 87 8.95 % 
2 Belum Sekolah 98 10.08 % 
3 TK 26 2.7 % 
4 SD 197 20.26 % 
5 SLTP 295 30.34 % 
6 SLTA 243 25 % 
7 Perguruan Tinggi 26 2.67 % 
Jumlah 972 100 




4. Sarana Pendidikan  
Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, pemerintah berusaha 
untuk meningkatkan pendidikan, dengan usaha memperluas kesempatan 
untuk memperoleh pendidikan. 
Pendidikan adalah hal yang menjadi perhatian dan masalah 
masyarakat. Masalah pendidikan merupakan problem sepanjang waktu 
bagi orang tua yang mempunyai anak. Peranan pendidikan didalam 
kehidupan manusia terlebih lagi dalam zaman modern sekarang diakui 
sebagai kegiatan yang menentukan prestasi dan produktivitas seseorang. 
Pendidikan adalah salah satu indikator yang perlu dalam 
menciptakan sumber daya manusia demi pencapaian pembangunan 
nasional, untuk melihat sarana pendidikan yang ada di Desa Seberang 
Taluk Hilir dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel II.4 
Jumlah Sarana Pendidikan 
 





Sumber: Kantor Desa Seberang Taluk Hilir 2018 
5. Pekerjaan Penduduk 
Pola usaha dari kegiatan penduduk tidak sama pada setiap daerah, 
usaha dan kegiatan penduduk di Desa Seberang Taluk Hilir lebih banyak 
mengarah kepada sektor pertanian dan kebanyakan dari penduduk desa ini 





Mata Pencaharian Penduduk 
 
No Mata Pencaharian Jumlah Persentase 
(%) 
1 Belum Bekerja 474 48.76 % 
2 Honorer 28 2.88 % 
3 Tani 205 21.09 % 
4 IRT 138 14.19 % 
5 Tni/Polri 3 0.30 % 
6 Wiraswasta 77 7.92 % 
7 PNS 47 4.83 % 
Jumlah 972 100 
Sumber: Kantor Desa Seberang Taluk Hilir 2018 
6. Agama dan Budaya Masyarakat 
Agama merupakan salah satu faktor yang dapat membentuk watak 
dan kepribadian seseorang, untuk itu Negara Republik Indonesia (RI) 
mewajibkan setiap warganya memeluk satu agama dan mengamalkannya. 
Seperti di Desa Seberang Taluk Hilir penduduknya mayoritas beragama 
islam walaupun ada pendatang yang non Islam. Dapat dilihat dari mesjid 
yang ada di Desa Seberang Taluk Hilir adalah Masjid Al-Ghani yang 
sudah cukup nyaman karena dilengkapi pendingin ruangan walaupun kipas 
angin dan ruangan juga bersih dan nyaman.Lebih jelasnya dapat dilihat 




No Agama Jumlah Persentase (%) 
1 Islam 961 98.86 % 
2 Kristen 11 1.13 % 
3 Hindu - - 
4 Budha - - 
Jumlah  972 100 
Sumber: Kantor Desa Seberang Taluk Hilir 2018 
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Masyarakat sangat memegang kebudayaannya ditandai dengan 
adanya beberapa suku di Desa Seberang Taluk Hilir yang salah satunya 
suku melayu. Selain pemerintahan desa yang memegang peran penting di 
Desa Seberang Taluk Hilir juga ada yang namanya ninik mamak. 
Nama-nama Peserta Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) 




5. Gusni Indra 
6. Hasni Hayesi 
7. Helmida Santi 
8. Heni Kusnita 
9. Joasma 
10. Juria  
11. Juslaini  
12. Jusmardi  
13. Katimin 
14. Khoirotun ni’mah 
15. Kodijah  
16. Lisaman 
17. Liza Rosanti 
18. Metri Helya 
19. Mardiana 
20. Musri Ningsih 
21. Mia 
22. Misnawati  






29. Rosmiati  
30. Rosmianis 
31. Rosnita  
32. Rosi  
33. Samsuryanis 
34. Santi  
35. Sarniwati 
36. Susrawati 
37. Susi  
38. Sarheni Kusmira 
39. Sulin 
40. Saidin 
41. Sidarohani  
42. Siti Dalima 
43. Tika Erina 
44. Tira  
45. Wiwik Sulastri 
46. Wiga Julianti 
47. Wita 
48. Yeni Indra 
49. Yulinda 







A. Program Keluarga Harapan (PKH) 
1. Pengertian Keluarga Harapan (PKH) 
Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang 
memberikan bantuan tunai bersyarat kepada rumah tangga sangat miskin 
(RTSM) yang telah ditetapkan sebagai peserta PKH. Agar memperoleh 
bantuan PKH diwajibkan memenuhi persyaratan dan komitmen yang 
terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), 
yaitu pendidikan dan kesehatan.
18
PKH sendiri memiliki tujuan umum 
untuk meningkatkan aksebilitas terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, 
dan kesejahteraan sosial dalam mendukung tercapainya kualitas hidup 
keluarga miskin. 
PKH diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga 
miskin dalam jangka pendek serta memutuskan rantai kemiskinan dalam 
jangka panjang, sebab peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan dan 
terpeliharanya taraf penghidupan masyarakat akan memberikan 
kesempatan pada masyarakat untuk mampu meningkatkan kualitas diri. 
19
 
Pelaksanaan PKH di Pusat adalah Direktorat Jaminan Sosial 
Keluarga, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial 
Kementerian Sosial Republik Indonesia. Sedangkan Pelaksana PKH di 
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19





Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari: Pengarah, Ketua, Koordinator 
Kabupaten/Kota, Pendamping dan Operator 
2. Dasar Hukum 
Program Keluarga Harapan (PKH) dijalankan sebagai pelaksanaan 
dari 
a. Undang-undang nomor 40 tahun 2004 tentang sistem Jaminan Sosial 
Nasional 
b. Undang-undang nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 
c. Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas 
d. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan 
Kesejahteraan Sosial 
e. Peraturan Presiden nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan 
Penanggulangan Kemiskinan 
f. Inpres nomor 1 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 
Korupsi poin lampiran ke 46 tentang Pelaksanaan Transparansi 
Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bersyarat Bagi Rumah Tangga 
Sangat Miskin (RTSM) sebagai Peserta PKH. 
g. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 254/PMK.05/2015 Tentang 
Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.
20
 
3. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) 
Tujuan umum PKH adalah untuk mengurangi angka dan 
memutuskan rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya 
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manusia, serta merubah perilaku RTSM yang relatif kurang mendukung 
peningkatan kesejahteraan. Tujuan tersebut sekaligus sebagai upaya 
mempercepat pencapaian target Millennium Development Goals (MDGS). 
Secara khusus, tujuan PKH terdiri atas: 
a. Meningkatkan status soaial ekonomi RTSM. 
b. Meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, anak 
balita dan anak usia 5-7 tahun yang belum masuk sekolah dasar dari 
RTSM. 
c. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, 
khususnya bagi anak-anak RTSM. 
d. Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM.21 
4. Sasaran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) 
Berdasarkan pedoman umum PKH, sasaran peserta PKH adalah 
keluarga miskin yang memiliki komponen kesehatan (ibu hamil, nifas, 
balita, anak prasekolah) dan komponen pendidikan (SD Sederajat, SMP 
Sederajat, SMA Sederajat) atau anak usia 7-21 tahun yang belum 
menyelesaikan pendidikan wajb belajar 12 tahun, penyandang disabilitas 
berat, dan lanjut usia 70 tahun. 
5. Ketentuan Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) 
a. Bantuan tetap diberikan per tahun 
b. Bantuan komponen peserta PKH diberikan kepada maksimal 3 
anggota keluarga sesuai kriteria kepesertaan. 
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c. Bantuan komponen peserta PKH dapat diberikan dengan jumlah 
nominal terbesar dari komponen kepesertaan. 
d. Bantuan komponen kesehatan: komponen kesehatan diberikan kepada 
maksimal 3 orang anggota keluarga, kehamilan keempat dan 
berikutnya tidak dihitung sebagai komponen penerima bantuan. 
e. Komponen disabilitas: maksimal 3 komponen. 
f. Komponen lansia: maksimal 2 orang (bukan suami istri). 
6. Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan 
(PKH) 
Keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) 
berhak mendapatkan : 
a. Bantuan Sosial PKH. 
b. Pendampingan PKH. 
c. Pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial 
d. Program bantuan komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, 
subsidi energi, ekonomi, perumahan dan pemenuhan dasar lainnya. 
Kewajiban Keluarga penerima manfaat PKH: 
a. Memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai 
dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil dan anak berusia 0 (nol) 
sampai dengan 6 (enam) tahun . 
b. Mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 
85% (delapan puluh lima persen) dari hari belajar efektif bagi anak 
usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun. 
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c. Mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai dengan 
kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia mulai 




B. Kriteria atau Syarat Penetapan Program Keluarga Harapan (PKH) 
Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu situasi yang dihadapi 
oleh seseorang individu di mana mereka tidak memiliki kecukupan sumber 
daya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang nyaman, baik ditinjau dari sisi 
ekonomi, sosial, psikologis maupun dimensi spiritual. Definisi ini 
memfokuskan keminskinan pada ketidakmampuan seseorang dalam 
memenuhi kebutuhan hidupnya. 
Kemiskinan menggambarkan kondisi ketiadaannya dan rendahnya 
pendapatan, atau secara lebih rinci menggambarkan suatu kondisi tidak 
terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, yaitu pangan, papan, sandang. 
Beberapa definisi menggambarkan kondisi ketiadaan tersebut. Salah satunya 
adalah definisi kemiskinan yang digunakan Badan Pusat Statistik (BPS), yang 
menjelaskan kemiskinan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi 
kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak.
23
 
Menurut Todaro dan Smith konsep kemiskinan terbagi menjadi dua 
yang pertama kemiskinan absolut yaitu kemiskinan yang diukur dari 
ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, di mana kebutuhan ini dihitung 
dengan monetary value tertentu sebagai batasannya. Seseorang dikatakan 
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miskin apabila tingkat pendapatan maupun pengeluarannya berada di bawah 
nilai uang tertentu. Yang kedua kemiskinan absolute atau kemiskinan relatif 
adalah kemiskinan yang diukur berdasarkan perbandingan antar kelompok 




Al-ghazali (1980) mendefenisikan kemiskinan sebagai 
ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri. 
Ketidakmampuan untuk memenuhi apa yang tidak dibutuhkan bukanlah 
kemiskinan. Jika barang yang dibutuhkan tersedia dan terjangkau oleh 
seseorang, maka dia tidak akan diperlakukan sebagai orang miskin. Islam 
memandang kemiskinan merupakan satu hal yang mampu membahayakan 
akhlak, kelogisan berfikir, keluarga dan juga masyarakat. Islam 
menganggapnya sebagai musibah dan bencana yang seharusnya memohon 
perlindungan kepada Allah atas kejahatan yang tersembunyi didalamnya. Jika 
kemiskinan ini makin merajalela, maka ini akan menjadi kemiskinan yang 




Keluarga fakir miskin di Indonesia sangat banyak, dari yang benar-
benar miskin sampai kepada yang mengaku miskin agar mendapatkan 
bantuan. Karena banyaknya masyarakat miskin, maka perlu pengklasifikasian 
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agar bantuan tersebut benar-benar diperuntukkan bagi masyarakat yang 
membutuhkan. 
Kemiskinan dapat dilihat sebagai keadaan masyarakat dengan tingkat 
ekonominya masih lemah, dan ditambah dengan kebijakan pemerintah yang 
umumnya diarahkan untuk memecahkan permasalahan jangka pendek. 
Sehingga kebijakan tersebut belum berhasil memecahkan kelompok ekonomi 
rakyat bawah. Di samping itu juga pengaruh keadaan luar negeri, antara lain 
dari segi pendanaan pembangunan. 
Berdasarkan gambaran diatas, maka di buat oleh Badan Pusat Statistik 
(BPS) kriteria penerima PKH dengan kriteria sebagai berikut: 
1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m2 per orang 
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan. 
3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas 
rendah/tembok tanpa diplester 
4. Tidak memliki tempat buang air besar/ bersama-sama dengan rumah 
tangga lain. 
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik. 
6. Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/ sungai/ 
air hujan 
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak 
tanah. 
8. Hanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam dalam satu kali seminggu 
9. Hanya membeli pakaian satu stel dalam setahun. 
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10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam satu hari 
11. Tidak sanggup membayar biaya berobat  di puskesmas/ poliklinik 
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 
500 m
2
, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, dan atau 
pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000; per bulan. 
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/ tidak tamat SD/ 
tamat SD. 
14. Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijualn dengan minimal Rp. 
500.000; seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, kapal 
motor, atau barang modal lainnya. 
Jika minimal 9 variabel terpenuhi maka suatu rumah dapat dikatakan 
rumah tangga miskin. 
26
 
Namun dari kriteria diatas mengandung pro dan kontra terhadap realita 
yang terjadi di lapangan, kriteria yang telah ditetapkan tidak cocok, seperti 
pendataan penduduk miskin yang menerima PKH di desa Seberang Taluk 




Adapun kriteria yang ditetapkan oleh aparat desa sebagai berikut: 
1. Kemampuan kepala keluarga dalam menanggung beban jumlah anggota 
rumah tangga 
2. Jumlah anggota rumah tangga usia produktif 
3. Kondisi kepala rumah tangga yang memiliki anak bersekolah. 
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Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kepala desa, faktor 
penghambat PKH adalah data penerima manfaat PKH belum sesuai sehingga 





C. Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) 
PKH dalam jangka pendek dapat membantu keluarga miskin (KM) 
mengurangi beban pengeluaran. Pada jangka menengah PKH dapat 
menciptakan perubahan perilaku peserta dalam mengakses layanan kesehatan 
dan pendidikan sehingga menghasilkan generasi yang lebih sehat dan cerdas. 
Dalam jangka panjang PKH dapat memutuskan mata rantai kemiskinan antara 
generasi melalui peningkatan kualitas kesehatan atau nutrisi, pendidikan dan 
kapasitas pendapatan anak di masa depan (price effect) dan memberikan 
kepastian kepada anak akan masa depannya (insurance effect). 
 
D. Mekanisme Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) 
Dalam mekanisme bantuan pada PKH beragam sesuai dengan 
kebutuhan dari masyarakat. Bantuan dana tunai PKH diberikan kepada ibu 
atau perempuan dewasa (nenek, bibi atau kakak perempuan) dan selanjutnya 
disebut Pengurus Keluarga dana yang diberikan kepada pengurus keluarga 
perempuan ini telah terbukti lebih efektif dalam meningkatkan kualitas 
pendidikan dan kesehatan penerima bantuan. 
Sebagai bukti kepesertaan Program PKH, KSM diberikan Kartu 
Peserta PKH. Uang bantuan dapat diambil oleh pengurus keluarga perempuan 
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di Kantor Kecamatan yang di salurkan melalui pegawai PT.POS Ke peserta 
PKH dengan syarat membawa Kartu peserta PKH dan tidak dapat di wakilkan. 
Tabel III.1 
Jumlah Bantuan Program Harapan (PKH) 
 
No Jumlah bantuan Bantuan Per RTSM 
1 Bantuan tetap Rp. 500.000; 
2 Bantuan anak usia di bawah 6 (enam) tahun, 
ibu Hamil/menyusui 
Rp. 1.200.000; 
3 Bantuan peseta pendidikan setara SD/MI atau 
sederajat 
Rp. 450.000; 
4 Bantuan peserta pendidikan setara SMP/MTS 
atau sederajat 
Rp. 750.000; 
5 Bantuan peserta pendidikan setara SMA/MA 
atau sederajat 
Rp. 1.000.000; 
6 Bantuan penyandang disabilitas berat Rp. 3.600.000; 
7 Bantuan lanjut usia 70 tahun keatas Rp. 2.400.000; 
8 Bantuan minimum per RTSM Rp. 950.000; 
9 Bantuan minimum per RTSM Rp. 3.900.000; 
Sumber : Pedoman Umum PKH 2016 
Peserta PKH di targetkan akan berjumlah sekitar enam juta keluarga 
Penerima Manfaat. Penambahan peserta yang signifikan dibarengi juga 
dengan perubahan terkait Bantuan, Komponen PKH dan pelaksanaan Program 
PKH tentunya. Berikut perubahan besar Program Keluarga Harapan (PKH): 
1. Komponen PKH; untuk komponen PKH dibagi tiga yaitu komponen 
pendidikan, kesehatan dan komponen kesejahteraan sosial. Komponen 
pendidikan meliputi anak usia SD, SMP, dan SMA sedangkan Komponen 
Kesehatan meliputi Bumil, Balita dan Anak prasekolah. Adapun 
komponen kesejahteraan Sosial adalah Lanjut Usia di atas 70 Tahun dan 
Disabilitas Berat. 
2. Ketentuan Bantuan PKH 
a. Bantuan tetap di berikan per tahun 
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b. Bantuan komponen peserta PKH di berikan kepada maksimal 3 
anggota keluarga sesuai kriteria kepesertaan 
c. Bantuan komponen pesrta PKH dapat diberikan dengan jumlah 
nominal terbesar dari komponen kepesertaan 
d. Bantuan komponen: komponen kesehatan diberikan kepada maksimal 
3 orang anggota keluarga, kehamilan keempat dan berikutnya tidak 
dihitung sebagai komponen penerima bantuan 
e. Komponen Disabilitas: Maksimal 3 Komponen 
f. Komponen Lansia: Maksimal 2 orang (bukan suami isteri) 
3. Penyandang Disabilitas Berat (PDB): Bantuan PKH di berikan kepada 
penyandang disabilitas berat dengan ketentuan sebagai berikut: Dalam 
keluarga yang memiliki komponen kesehatan dan atau komponen 
pendidikan. Dalam keluarga yang tidak memiliki komponen kesehatan dan 
atau komponen pendidikan. Penyandang disabilitas berat yang ada di luar 
keluarga, maka bantuan layanan akan diintervensi oleh program panti. 
4. Lanjut usia 70 Tahun ke atas: Bantuan PKH untuk lanjut usia 70 tahun ke 
atas diberikan baik kepada lansia yang berada dalam keluarga PKH 





Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) distribusi adalah 
penyaluran , pembagian, pengiriman kepada beberapa orang atau ke beberapa 
tempat. Sedangkan pendistribusian adalah proses, cara mendistribusikan
30
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Pemerintah memiliki posisi yang sangat penting dalam menciptakan 
keadilan distribusi, karena menciptakan kesejahteraan di masyarakat 
merupakan kewajiban seluruh agen ekonomi. Tidak terkecuali pemerintah 
sebagai pemegang amanah ALLAH memiliki tugas bersama dalam 
mewujudkan kesejahteraan dan keadilan, Karena salah satu unsur penting 
dalam menciptakan kesejahteraan ialah mewujudkan pemerintahan yang adil. 
Agar kesejahteraan di masyarakat dapat terwujud, pemerintah berperan 
dalam mencukupi kebutuhan masyarakat, baik dasar/primer, sekunder dan 
pelengkap. Disebabkan hal tersebut, pemerintah dilarang untuk berhenti pada 
pemenuhan kebutuhan dan pelayanan primer masyarakat saja, namun harus 
berusaha untuk mencukupi seluruh kebutuhan.
31
 
Manusia hidup di dunia diberikan tugas dan fungsi sebagai khalifah di 
muka bumi. Hal ini didukung  dengan fitrah manusia yang dianugerahkan 
dengan berbagaiperbedaan skill dan kemampuan. Perbedaan dan kesenjangan 
tersebut pada dasarnya merupakan hal yang natural (alami).
32
 
Sebagai agama yang membawa rahmat bagi alam semesta, islam telah 
mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. 
Salah satu tujuannya adalah mewujudkan keadilan dalam pendistribusian 
harta, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun individu.
33
 
Dalam perekonomian modern saat ini, distribusi merupakan sektor 
yang terpenting dalam aktivitas perekonomian baik pendistribusian 
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pendapatan maupun distribusi kekayaan melalui kegiatan-kegiatan ekonomi 
ataupun kegiatan sosial. Secara bahasa, diatribusi berasal dari bahasa inggris 
distribution yang berarti penyaluran dan pembagian.
34
 
Ketidakseimbangan distribusi kekayaan adalah hal yang mendasari 
hampir semua konflik individu maupun sosial. Upaya pencapaian manusia 
dalam kebahagian, membimbing manusia untuk menerapkan keadilan 
ekonomi yang dapat menyudahi kesengsaraan di muka bumi ini. Hal tersebut 
akan sulit dicapai tanpa adanya keyakinan pada prinsip moral dan sekaligus 
kedisiplinan dalam mengimplementasikan konsep moral tersebut.
35
 
Untuk mencapai kesejahteraan di dalam masyarakat, maka diperlukan 
kebijakan distribusi secara adil dan merata. Pemerintah dituntut untuk dapat 
mencukupi kebutuhan masyarakatnya, baik primer, skunder maupun tersier. 
Kebijakan distribusi dalam menciptakan keadilan ekonomi akan sulit terwujud 
jika tidak melibatkan peran institusi  yang ada seperti halnya pemerintah dan 
masyarakat. Oleh sebab itu peran pemerintah dan masyarakat sangat 
dibutuhkan, karena kebijakan distribusi akan teraplikasi dengan baik ketika 
kedua institusi yang ada bekerja. Ketika institusi itu bekerja, keadilan akan 
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F. Program Pengentasan Kemiskinan 
Kemiskinan merupakan masalah pembangunan di berbagai bidang 
yang dihadapi wilayah-wilayah baik yang sudah maju maupun kurang maju, 
yang ditandai oleh pengangguran, keterbelakangan dan keterpurukan. 
Masyarakat miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan 
terbatasnya akses kepada prasarana, modal dan kegiatan sosial ekonomi 
lainnya, sehingga tertinggal jauh dari masyarakat lain yang mempunyai 
potensi lebih tinggi. Kemiskinan menghambat tercapainya pembangunan 
wilayah, pemerataan pembanguan dan demokrasi ekonomi. Oleh karena itu 
pengentasan kemiskinan harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan 
nasional dan pembangunan wilayah.
37
 
Strategi kebijakan pengentasan kemiskinan: 
1. Strategi kebijakan untuk mengentaskan kemiskinan adalah Menciptakan 
ketentraman dan pemantapan kestabilitas ekonomi, sosial dan politik untuk 
menjamin kelangsungan pelaksanaan upaya pengentasan kemiskinan. 
2. Strategi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dilakukan 
mayoritas penduduk miskin (pro-poor growth) terutama melalui kegiatan 
yang dapat membuka kesempatan kerja dan keselamatan usaha bagi 
kelompok masyarakat miskin. Pertumbuhan ekonomi harus dilaksanakan 
tanpa menimbulkan degradasi sumber daya alam dan lingkungan hidup 
baik di perkotaan maupun  di pedesaan akan dirasakan menjadi beban 
penduduk miskin. 
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3. Strategi kebijakan keluarga berencana atau berkualitas (KB) diarahkan 
secara efektif kepada penduduk yang berpenghasilan rendah dan keluarga 
miskin. 
4. Strategi pengentasan kemiskinan dilaksanakan secara bertahap, terus 
menerus dan terpadu yang didasarkan pada kemandirian. 
5. Strategi kebijkan peningkatan kemampuan ekonomi penduduk miskin 
diarahkan pada perbaikan akses sumber daya, pembiayaan dan teknologi, 
pasar dan pelayanan dasar, serta pengembangan kelembagaan sosial 





G. Konsep Keluarga Sejahtera 
1. Pengertian Keluarga 
Keluarga adalah orang-orang yang memiliki ikatan sosial-biologis 
melalui pernikahan, kelahiran atau adopsi, tidak hidup bersama, dan 




Kelurga merupakan kelompok primer yang terpenting dalam 
masyarakat. Dalam arti luas, keluarga yang berkaitan dengan hubungan 
yang meliputi semua pihak yang ada hubungan darah sehingga sering 
tampil sebagai arti clan atau marga. Dalam kaitan inilah dalam berbagai 
budaya setiap orang memiliki nama kecil dan nama keluarga (marga). 
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Sedangkan dalam arti sempit keluarga merupakan kelompok sosial terkecil 
yang didasarkan hubungan darah yang terdiri dari ayah, ibu dan anak, yang 
dijuluki keluarga inti. 
Keluarga pada dasarnya merupakan suatu kelompok yang 
terbentuk dari suatu hubungan seks yang tetap, untuk menyelenggarakan 
hal-hal yang berkenaan dengan ke orang tuaan dan pemelihara anak. Ciri-
ciri umum keluarga meliputi: 
a. Adanya hubungan berpasangan antara kedua jenis 
b. Dikukuhkan oleh suatu perkawinan 
c. Adanya pengakuan terhadap garis keturunan (anak) dalam rangka 
hubungan tersebut 
d. Ketentuan-ketentuan ekonomi yang di bentuk oleh anggota-anggota 
yang mempunyai ketentuan khusus terhadap kebutuhan ekonomi yang 
berkaitan dengan kemampuan untuk mempunyai keturunan dan 
membesarkan anak 
e. Diselenggarakannya kehidupan berumah tangga dalam suatu rumah 
Disamping mempunyai ciri-ciri yang umum keluarga mempunyai 
ciri-ciri khusus yaitu: 
a.  Kebersamaan, keluarga merupakan bentuk yang paling universal 
diantara bentuk-bentuk organisasi sosial lainnya dan dapat ditemukan 
dalam semua masyarakat. 
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b. Dasar-dasar emosional, hal ini didasarkan pada suatu kompleks 
dorongan sangat mendalam dari sifat organis kita seperti perkawinan, 
menjadi ayah, kesetiaan akan material dan pehatian orang tua. 
c. Pengaruh perkembangan, hal ini merupakan lingkungan 
kemasyarakatan yang paling awal dari semua bentuk kehidupan yang 
lebih tinggi, termasuk manusia dan pengaruh perkembangan yang 
paling besar dalam kehidupan yang merupakan sumbernya. Pada 
khususnya hal ini membentuk karakter individu lewat pengaruh-
pengaruh kebiasaan-kebiasaan organis mental. 
d. Ukuran yang terbatas, keluarga merupakan kelompok yang terbatas 
ukurannya yang dibatasi oleh kondisi-kondisi biologis yang tidak dapat 
lebih tanpa kehilangan patriakal, struktur secara keseluruhan dibentuk 
dalam satuan-satuan keluarga. Hanya dalam masyarakat yang 
kompleks dalam peradaban yang tinggi, keluarga berhenti untuk 
memenuhi funsi-fungsi ini. Demikian juga pada masyarakat lokal, 
seperti pembagian-pembagian kelas-kelas sosial yang cenderung un 
tuk mempertahankan kesatuan-kesatuan keluarga. 
e. Tanggung jawab para anggota, keluarga memiliki dari pada yang biasa 
dilakukan oleh lembaga yang lainnya, keluarga harus membanting 
tulang sepanjang hidupnya untuk mempertahankan kesatuan-kesatuan 
keluarga. 
f. Aturan kemasyarakatan, hal khususnya terjaga dengan adanya hal-hal 
yang tabu di dalam masyarakat dan aturan kondisinya. 
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g. Sifat kekekalan dan kesetaraan, keluarga merupakan suatu yang 
demikian permanen dan universal dan sebagai asosiasi merupakan 
organisasi menjadi terkelompok disekitar keluarga yang menuntut 
perhatian khusus. 
Konsep lain dari keluarga dapat diartikan sebagai unit dasar dalam 
masyarakat yang merupakan segala bentuk hubungan kasih sayang antara 
manusia. Keluarga merupakan gabungan antara dua orang yang 
membentuk suatu kesatuan pada keluarga, atau berarti kesatuan dua 
keluarga menjadi keluarga besar yang biasanya disebut keluarga besar, 
yanag dikarenakan hubungan darah perkawinan.
40
 
2. Pengertian Sejahtera 
Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa sejahtera 
itu adalah aman, sentosa dan makmur. Sementara itu kesejahteraan adalah 
keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, ketentraman masyarakat.
41
 
Kesejahteraan diukur oleh aspek keamanan, ketertiban sosial. 
Masyarakat disebut sejahtera apabila friksi dan konflik destruktif antar 
kelompok dan golongan dalam masyarakat bisa dicegah dan diminimalisir. 
Tidak mungkin kesejahteraan akan dapat diraih melalui rasa takut dan 
tidak aman. 
Kesejahteraan sebagai tujuan utama pembangunan dapat diraih 
apabila aspek kedaulatan ekonomi dan tata kelola pereekonomian yang 
baik dapat diwujudkan secara nyata karena itu, membangun kedaulatan 
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ekonomi dan tata kelola perekonomian yang baik, merupakan prasyarat 
utama bagi tercapainya kondisi kesejahteraan masyarakat dan bangsa. 
Sesungguhnya dengan menyebutkan masyarakat ataupun 
kehidupan yang sejahtera, kita akan lebih mendekatkan pengertian itu 
kepada perasaan yang hidup di masyarakat. Rasa sejahtera itu sendiri 
timbul akibat kebebasan dari ketakutan akan jauh lebih terasa jika di 
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KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai Penerapan 
Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Seberang Taluk Hilir Kecamatan 
Kuantan Tengah, diperoleh sebagai berikut: 
1. Prosedur penyaluran bantuan PKH di Desa Seberang Taluk Hilir menurut 
ketentuannya diperoleh masyarakat miskin setiap tiga bulan sekali sebesar 
Rp. 225.000- Rp. 900.000 tergantung jenis  bantuannya. Pemerintah Pusat 
memberikan bantuan uang tunai yang dilaksanakan oleh kantor pos untuk 
disalurkan kekantor pos daerah-daerah yang masuk dalam PKH. Untuk 
selanjutnya pemerintah daerah menyalurkan bantuan uang tunai tersebut 
kepada RTSM sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah dipilih oleha 
parat desa, dan kemudian disetujui Kementerian Sosial sebagai peserta 
PKH yang memenuhi salah satu dari 3 komponen yaitu: Komponen 
kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. 
2. Adapun dampak dari penyaluran bantuan PKH dari angket yang 
disebarkan ke responden didapat bahwa, bantuan ini dapat membantu 
meningkatkan kualitas kesehatan dengan persentase 44%, namun untuk 
memneuhi kebutuhan keluarga masih kurang dengan persentase 60%. 
Serta sosialisasi juga masih kurang persentase 66%. Maka bantuan ini 





3. Menurut tinjauan Ekonomi Islam pemerintah berperan untuk 
mensejahterakan rakyatnya dengan memberikan bantuan-bantuan, yang 
mana dalam pelaksanaannya dituntut untuk bertanggung jawab, tolong-
menolong dan amanah. Untuk itu prinsip ini hendaknya dilaksanakan oleh 
pemerintah, khususnya  aparat desa Seberang Taluk Hilir dalam 
menyalurkan bantuan PKH. 
 
B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis mencoba 
untuk mengajukan saran dengan harapan nantinya dapat membantu pihak-
pihak yang terkait dalam menunjang pelaksanaan Program Keluarga Harapan 
(PKH) dan bantuan tepat pada sasaran khususnya di Desa Sebrang Taluk Hilir  
Kecamatan Kuantan Tengah. Adapun saran-saran sebagai berikut: 
1. Untuk Bantuan PKH ini hendaknya diberikan kepada orang yang benar-
benar membutuhkan atau tepat sasaran.  
2. Pendataan sebaiknya dilakukan secara detail guna untuk meraka yang  
layak mendapatkan tapi belum mendapatkan bantuan PKH dapat 
menerima manfaat tersebut. 
3. Bantuan PKH teruntuk keluarga yang kurang mampu seharusnya diberikan 
kepada yang berhak bukan kepada masyarakat yang dikategorikan 
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A. Petunjuk Pengisian 
1. Angket ini semata untuk pengumpulan data dalam penulisan karya 
ilmiah/penelitian kelompok dan tidak ada pengaruh apapun terhadap 
kedudukan Bapak/Ibu/Sdr. 
2. Mohon diisi dengan melingkari salah poin: a, b, dan c yang tersedia dibawah 
ini pada jawaban yang pling sesuai menurut Bapak/Ibu/Sdr. 
3. Atas kesediaan Bapak/Ibu/Sdr mengisi dan mengembalikan angket ini, 
diucapkan terima kasih. 
 
B. Identitas Bapak/Ibu/Sdr 
Nama  : 
Jenis Kelamin : 
Umur  : 
Alamat  : 
 
Pertanyaan 





2. Berapakah penghasilan perbulan kepala keluarga sebelum menerima bantuan 
PKH? 
a. < Dari Rp. 500.000 
b. Rp. 500.000 – Rp. 1.000.000 
c. > Dari Rp. 1.000.000 
3. Berapa luas lantai bangunan tempat tinggal keluarga? 
a. Kurang dari 30 m2 
b. 30 m2 -40 m2 
c. Lebih dari 40 m2 
4. Berapa lamanya ibu mendapat bantuan PKH? 
a. Kurang dari 1 tahun 
b. 1 tahun 
c. Lebih dari 1 tahun 




6. Berapa besar bantuan yang diterima? 
a. Kurang dari Rp. 1.000.000 
b. Lebih dari Rp. 1.000.000 
c. Lebih dari Rp. 2.000.000 
 
  
7. Apakah bantuan PKH sudah dapat meningkatkan kualitas kesehatan keluarga? 
a. Sudah  
b. Kurang 
c. Tidak  
8. Bagaimana kondisi ibu setelah menerima bantuan PKH? 
a. Sangat Baik 
b. Baik 
c. Kurang Baik 
9. Digunakan untuk apa  bantuan PKH tersebut? 
a. Biaya sekolah 
b. Kesehatan 
c. Kesejahteraan sosial 
10. Apakah banatuan PKH dapat memenuhi kebutuhan sekolah 
a. Sudah  
b. Kurang 
c. Tidak 




















1. Bagaimana penerapan bantuan dalam program keluarga harapan (PKH)? 
2. Sudah berapa lama program keluarga harapan (PKH) ini berjalan di Desa 
Seberang Taluk Hilir? 
3. Dalam bentuk apa PKH yang diterima oleh masyarakat? 
4. Berapa total bantuan yang diterima oleh masyarakat? 
5. Apakah dengan bantuan PKH masyarakat dapat terbantu? 
6. Bagaimana cirri-ciri orang yang berhak menerima PKH? 
7. Apa alasan bapak memilih orang-orang tersebut berhak menerima bantuan 
PKH? 
8. Bagaimana pendapat bapak tentang pemberian PKH kepada orang yang tidak 
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